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Abstrak
Negara memiliki pemerintah dan pemerintah memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap orang-orang dalam menangani ekonomi untuk
menjadi makmur dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Peran
pemerintah untuk kehidupan ekonomi sangat penting dan diharapkan
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk negara dan
masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
populasi muslim terbesar dibandingkan dengan negara-negara Islam
lainnya. Berbicara tentang ekonomi terutama dalam ekonomi Islam
yang cocok untuk hukum Islam ekonomi dan itu menurut contruction
Allah yang tertulis di dalam al-Qur’an dan Hadist harus berdiri dan
ada untuk sosial iklim di negara berpenduduk muslim agar seorang
muslim mendapatkan uang yang halal dan bekerja untuk mendapatkan
penghasilan keluarga mereka dalam memberikan kebutuhan sehari.
Dalam hal ini, ada coorperation antara ulama dan umara dalam
menangani perekonomian yang benar dan masyarakat harus kuat dan
yakin untuk mengembangkan ekonomi Islam yang berbasis pada al-

Qur an dan hadist.

Kata kunci: Pemerintah, ekonomi masyarakat dan ekonomi syariah

Abstract
The States have Governments and Governments have a responsibili ty

to the people in dealing with the economy to prosper and prosperity
in their lives. The role of the Government to economic life is very

important and is expected to get a better life for the country and society
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, untries. Talking about the econg,
comp f,ﬂ‘soﬂ' w;:}l;;zic economy suited t0 gconomit‘: and Islamic
gspeczt{lly . the contruction area God is written 1n tﬁe Qur'an ang
accordmg to 1o stand there and to the social climate in the coyp;
e hml}zftign of Muslims that a muslim get money clean and y,,
’;: Z:rZOZ; income for their families in providing the needs of the day,
In this case, there is a coorperation betuween the ulama and umary j

dealing with the economy and society should be strong ar?d confiden;
to develop economy of Islam based on the Quran and Hadith.
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Pendahuluan

Pemerintah dalam sebuah negara harus memperhatikan
ekonomi rakyatnya demi menunjang perekonomian yang dapat
memberikan kebaikan dan ketenangan jiwa sebuah keluarga. Oleh
karena itu, pemerintah harus berusaha memajukan ekonomi rakyat
dengan bekerja sama dengan anggota dewan (DPR) dan ulama
agar mendapatkan ekonomi yang memberikan ciri kemaslahatan
dan sesuai dengan ajaran agama. Indonesia adalah sebuah negara

dengan mayoritas pendudukanya beragama Islam. Tentu rakyat
Indonesia menginginkan ekonomj Indon

1and.asan ekonomi syariah yang sesuai dengan al-Quran dan
hadist. Ekonomi kerakyata

N merupakan ekonomi dasar dan
Potensial untuk mewujudkan _
ekono 1 m
sebuah negara ! mi mikro dan makro dala

esia maju berdasarkan

' AM.

Saefuddin, g4, ;
Y ud ]
Dakwah, 1984) t Sistem Ekonom; Islam, (Jakarta: Medi?
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pendldlkaé fmtuk membangun ekonomi berlandaskan kerjasama
dengan rakyat setempat baik yang ada di lingkungan le
pendidikan seperti melibatkan k, ) di lingkungan lembaga
berpatisipasi dan berinovasi d':l' pe ndu.duk setempqt untuk

e asi dalam mewujudkan produk-produk
5""“5 dapat bernilai jual beli seperti adanya posdaya dalam Kuliah
Kerja Nyata (KKN) di dalam sebuah perguruan tinggi ketika
menerjunkan para mahasiswa ke desa-desa dan bergabung dengan
masyair akat- setempat dalam membangkitkan ekonomi rakyat
seperti hasil kerajinan dan keterampilan penduduk setempat.
Namun semua produk yang bernilai ekonomi tersebut harus
mendapat perhatian penuh dari pemerintah baik pemerintah pusat
maupun daerah (propinsi) hingga kabupaten/kota dan kecamatan
hingga desa. Ekonomi yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat
harus berlandaskan syariah baik dimulai dari perangkat hukum
maupun produk-produk halal yang mendapat sertifikat dari badan
yang berwenang.

Ekonomi kerakyatan yang dibangun berlandaskan ekonomi
syariah adalah sebuah ekonomi yang memihak pada kepentingan
rakyat di atas prinsip kebersamaan, keadilan, kenyamanan,
kesetaraan di depan hukum, tidak ada jurang pemisah yang sangat
nampak antara si kaya dan si miskin, ketenangan dalam berusaha
karena tidak ada yang saling menopoli.®

Dalam menciptakan ekonomi kerakyatan, makadiperlukan
g solid dalam kepemimpinannya, apalagi
kan negara dengan multi partai, di mana
mpunyai ambisiusnya untuk menjadi
pemenang dalam pemilu baik pemilihan anggota legistatif maupun
dari presiden, gubernur dan bupati/walikota.
Jika semua partai yang ada di Indonesia bersatu membangun
ekonomi kerakyatan yang berlandaskan syariah, maka ekonomi
kerakyatan akan terwujud dari ?abang hingga Meruke yang
berlandaskan kebersamaan, keadilan, kesetaraan, kenyamanan

sebuah pemerintah yan
negara Indonesia merupa
masing-masing partai me

pimpinan negara

dan kepastian hukum.

2 Ipid., h. 34
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Pembahasan
Pengertian Ekonomi Kerakyatan | o
adalah identik L.ien-gaﬂ €kop,,
rgerak pada prinsip Op“maji;
an sumber daya alam sumbc"!i da);?af::;;(;IOdgl, Sumy,
an, sumber daya manum'é (_P- k tbh an Pak;,
esar-besarnya kepentingan rakyat banyaj
Ciri ekonomi kerakyatan berpihak terl‘;adap keP@ntingar:
i besar-besarnya sumber daya alam, SUmpy,
dava teknologi, sumber daya pemodalan, hdan4 PSUm:er day,
mémmn untuk kesejahteraan rakyat kﬁeseluru - em ?“Sunan
ckonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat d“ndlkasikan
dan hglmfapa ciri berikut :

1 Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negar,
(APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) minimal 51% untuk program dan kegiatan yang
menscjahterakan rakyat banyak.

Keuntungan yang diperoleh negara dari Badan Usah,
Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) minimal 51% dialokasikan untuk kesejahteraan
TJk)“d!‘ ban_yak.
Distribusi dana tersebut menyebar kesetiap desa di seluruh
wilayah NKRI dengan variasi antar desa tidak lebih dari
10%.
i+ M ngi dialokasikan anggaran khusus untuk mengantisipasi
peningkatan risiko gagal para petani akibat climate change
yang mulai terjadi saat ini dengan terdistribusi ke seluruh
desa di Indonesia berupa Jamj _ S e
Peningkatan proporsi Jamin :anSKeberhasllan Berusaha.
Anjal, Orang Cacat Pez‘l’tgemisn(;OSlal kepada Manula,
, » Gelandangan, Pemulung

dan tenaga keria
ya
bekerja. 78 yang belum mendapat kesempatan

Fkonomi kerakyatan
ang be

pancasila,’ vaitu ekonomi'y
pemanfaat
dava p(‘rtmnhﬂ
vang ada u ntuk scb

rakvat Pemanfaatan se

M

TR

N

" Mubvarto, Ke :
1998) 1 s ; embalj ke Ekonomj Pancasil,

| *Mohamn
Press, 1988), h. 220

(YOgyakarta: Aditia Media,

1ad Daud Alj. g4,
1stem ekopom, Islam Zakay dan Wakaf, (Jakarta: Ul
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6. Men

mtensif. N
; Luasal kepemilikan lahan untuk rakyat keseluruhan

dengan variasi tidak lebih dari 10%.

Ciri-ciri tersebut di atas terangkup dalam suatu pemba-
onomi menjadikan pembangunan ekonomi tersebut
agai pembangunan ekonomi yang berpihak kepada
disebut juga ekonomi kerakyatan. Ciri lebih lanjut dari
snerapan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah rendahnya
rosentase masyarakat yang tergolong miskin atau berpendapatan
kurang dari$2 per hari, yaitu nilai prosentase masyarakat miskinnya

nan ek
gisebut 50
rak}’at atau

kurang dari 5%.

perbedaan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal atau dikenal dengan istilah ekonomi pasar
pebas merupakan pembangunan ekonomi yang sebesar-besarnya
ditentukan oleh mekanisme pasar bebas.’ Keunggulan ekonomi
liberal adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
siapapun untuk masuk dalam mekanisme pasar. Kelemahan
ekonomi liberal adalah penguasaan pasar oleh para pemilik modal
besar dan menghancurkan pemilik modal kecil, sehingga pemodal
kecil tidak mampu masuk dalam mekanisme pasar bebas tersebut.
Selain itu akan berakibat kesenjangan yang sangat lebar antara si
kaya dengan si miskin yang berakibat terjadinya kecemburuan
ekonomi yang mengarah kepada kecemburuan sosial dan
penghancuran sistem ekonomi itu sendiri.®

Ekonomi liberal ataupun perubahannya yang disebut
ekonomi neoliberal lebih memihak kepada kepentingan pemilik
modal besar dan kurang berpihak kepada rakyat banyak. Bahkan
:jli)::‘ 1aln]ut., pemerintaha.n. yang menerapk'an prinsip ini akan
kepe:ilildaa oleh para pemilik modél besar sehingga mengorbankan
% biaszgan rakyat banyak. Pgmermtah yang menerapkan prinsip

ya tergolong pemerintah yang lemah. Hal ini terjadi di

\——_—
>Tbid. h. 230
® Munir Fuady, Hukum Anti Menopoli Men

B 0ngs y
(Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 1994), h.65 yongsong Era Persaingan Sehat,
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 mreeport di mana pihak Indonesi, di
ngenai Freef

My
[ndonesia me e l
ilik asing. |
milik modal e
oleh pe i Kerakyatan memerlukan peran aktif Permey

Fkonomi Kera

“tah
. mber daya alam

tuk mengatur agar pemanfaatan su y yang i
untux -

ingan rakyat banyak? Sehi
e ke}a)f:t:mfang sar}:na dalam mem]l(ngga
akan memberikelmn ll;ejrel;‘gimliki bersama tersebut, KequgZ;:;i
sil kekayaan ala . .
;ij;:\;kiai(i;kyatan adalah: (1) terlindunginya rakyét. baHYak
dari persaingan yang tidak seimba.ng dengan parfi f)emlhk Mogy
besar, (2) lebih mampu untuk meningkatkan kes‘eja teraan rakyy
banyak, (3) memperkecil kesenjangan anté‘ira Sl. Kaya dengan i
Misi(in, dan (4) menciptakan hubungan sinergis antara Pemij,
Modal Besar dengan Masyara'at banyak sebagai mitra ke
Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang dimina
pemilik modal besar karena keuntungan mereka perly
yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.
Pemerintahan yang menera

sosokPemimpinyangpemberani, te

Iianya.
ti pary
berbagi

pkan prinsip ini memerlukan
gas,kuatdanvisioner.Pemimpin

menghimpun para pemilik modal

(developing coun

fry) seperti Indop,

di Indonesia a4, dua. Pertap, an istilah « grundnorm”. Grundnorm
' a, .
—_— gfundnorp, berlandaskan Pancasil2
7 Ibid.
* Rachma

di Usman, Huky

M Persg;
Utaama, 2004 oy €rsainggy

Gramedia Pustak U ; . ot
) Ke-1, 1, 37 Saha di Indonesia, (Ja
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rlaku bag seluruh rakyat Indonesia_ Kedua, grundnorm
Jamnt \‘i‘ ‘n al-Qurian dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika
1\"‘“‘“‘(‘”\‘\:\ tersebut dapat diterapkan di negara ini, mak

, tl\‘;x akan terwujud dan adalah tidak mugtap;| akan terjadi.
kerakyats sakah pemerintah dan ulama dan Paraanggota lepislatif
I M{ k bersama demi mewujudkan cita-city :
dapat dudu

Lerakvatan q,‘perti yang digagas oleh bung Hatta (
Koranyicdids _d
[ndonesia di era Soekarno).

‘ N

: aekonomi
LL\{H“ i‘]«

ekonomi
wakil presiden
Negara Indonesia saat ini rakyatnya hampir separuh dalam
Londisi miskin seperti yang dilmgkapkan World Bank,’ yaitu
jumlah rakyat miskin di Indonesia sebesar 115 juta orang pada

tahun 2008, jumlah ini sangat banyak dan berpotensi memicu
Pemmsalahan kecemburuan ekonom;j dan sosial.

miskin vang banyak tersebut memerlukan
dari pemerintah dal

Jumlah rakyat

peran yang lebih aktif
am menyelamatkan mereka darj kemiskinan

dan sekaligus peran dalam mensejahterakan mereka. Apabila

pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal akanmenyebabkan
kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup sehingga akan
memperbesar jumlah masyarakan miskin, selain memperlebar
kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah
memilih menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka
kesempatan vang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk
turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pemb
tersebut, sehingga memperbesar kesempatan
untuk memperoleh penghasilan yang lebih la
lebih sejahtera. Peran aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan
akan melindungi dan memberi kesempatan yang seimbang untuk

Mmasyarakat banyak. Hal ini mencirikan keberpihakan pemerintah
kepada masyarakat kecil.

angunan ekonomi
bagi masyarakat
yak dan menjadi

Pemerintah dan Konsep Ekonomi Islam

Islam  memiliki konsep negara, pemerintahan dan
Kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam ajaran Islam
institysi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam
landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwabh,
tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembg

* Ibid. h. 67

konsep
Ngunan
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institusi Islam yang berbentuk negara. Imap,

pondasi atau agyg |
menyebutkan bahwa agama adalah p . . 8

l-(}h,h,_aJi
kekuasaan, di dalam hal ini negara adalah penjaga .

_ Pongy; "
asas tadi." Sehingga ada hubungan yang saling Mengungy,

n ¥
dan menguatkan (simbiosis mutualisme). D'i satu si; agi‘:;n
menjadi pondasi bagi negara untuk beljbu‘at bagi ral'(yatn),a oy 3
kesejahteraan. Sementara negara menjadi a.lét bagi agam, g, ;‘a
tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien,

Nejatullah Siddigi" menegaskan bahwa Masyaraky tdy
at diorganisir atau diatur menggunakan | meSip~pn’nsjp
Islam kecuali menggunakan negara sebagai media, Dalap I,
ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh Pemerintg, dar
sebuah hegara seperti implementasi mekanisme zakat, ket‘fntuan
pelarangan riba, dan implementasi undang—undang hudud (hukyp,
Pidana Islam). Pentingnya peran Pemerintah dalam sebyap Negar,
di dalam efektivitas implementasi Prinsip syariah pada Seiap
sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qordhowi d; dalam
bukunya yang berjudul Fikih Daulah, dj mana di dalam buky, beliay

dijelaskan bahwa dengan adanya Negara, maka diharapkan risalah
Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dal

akidah dan tatanan, ibadah dap, akhlak, kehidupan, dan peradaban,
i at berjalan dengan
Materi dan rohanj.
Pemerintah yan
jadi dua yajty.
h Neg

dap

Secara garis besar fungsi

oleh Yusuf Qordhow; terbagi men
1. Pemerintah dalam sebyg
segala kebutuhan minimum ra
bermakna bahwa pemerinta}

menjaga tingkat kecukup
kebutuhanb masyarakat.

g diungkapkan

araberfungsi menjamin
kyat. Fungsi pertama inj

1 harus menyediakan atau

an kebutuhan minimum dari

Pemerintah berfungs; mendidik dan me

mbina masyarakat.
Dalam fungsi inj yang menjadi

ang lingkup kerja

v réngenalan Eksklusif Ekonomi I[slam,
(Jakarta: Kencana, 2007), h. 189
" [bid. h. 191

7 Adiwarman A. Kari

m, Ekonomi Mikr Islami,
2010), Cet. Ke-3, h. 182

(Jakarta: Rajawali Press,
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Pemeri

W}:‘l‘l‘l'::;m:l\w;l'ttiaffah' ﬁlunlyvcliakan1 fasilil:us infrastuktur,

el 1Iu.-| sumber daya manusia, pengetahuan

;};mdﬁlu;]k.u‘a‘htasnyu. Sehingga keilmuan yang luas dan

- ,1, ‘.m_ rta 1.11'cnyuluruh (syamil mutakalimin) tersebut

kujlm:a?\m»h(:s»lh_f pa'da pelestarian delf‘l pcningkalaq

N A telah dimunculkan oleh poin pertama dari
fungsi Pemerintah tersebut™,

Pemerintah memegang  peranan  penting  dalam
mengembangkan  ekonomi Islam, karena kemajuan suatu
nega?ra dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya.
Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait
dengan pengembagan ekonomi kerakyatan, di antaranya adalah
sebagai berikut:

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah
dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan
ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses
pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan
menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumatkan  visi

negara dalam bidang ekonomi ini:

"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalammnya dan tidak akan

telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak
(pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. ” (Thaha: 118- 119)

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungj-

awab sosial ekonomi negara:

"Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka
menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya
ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat
penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka

enuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus

mem
ntuan keuangan

memberi makanan kepada rakyat dan memberikan ba
kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan

pendapatan mereka”.

Al-Mawardi dalamkitabnyaal-ahkamal sulthaniyah menyebut
beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi :*

13 [bid. h. 198
“ Ibid.
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kondusif .

a. terciptanya lingkungan yang
1 Qmiq
pendapatan dari Sumber'sumb‘ \
enaikkan pendapatan dengan me ey h
ituasi menuntut demikian. Neg, Q,g
gara untuk tujuan"tujuan )

ekonomi.
b. pemungutan
tersedia dan m
pajak baru bila s
penggunaan keuangan né

menjadi kewajiban negara: .
Adapun prinsjp-prinsip Islam untuk kebijak,,

C.
Ya "

meliputi :

1. Prinsip Hakikat Kepemi]ikan

serta isinya termasuk map,, .

Bahwa alam semesta be sig
h makhluk (ciptaan) Allah SWT. Oleh kamna .t(li
i

n pada manusia akan tetapi mijj 2 g,
a

swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amana}, ity
memelihara dan memanfaatkan alam semesta in; oy
eluruh ummat manusia. Kepemilikan Manyg

3

dalamnya adala
hakikat kepemilikan buka

mengelola,
kemaslahatan s et
diakui di dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahany,

secara sah.
2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar paq,
Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah SAW. Bila permasalaha,
memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkajt
dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan di dalam
Al-Qur'an maupun as-sunnah maka dipersilakan pada manusia
untuk melakukan ijtihad. Buah ijtihad haruslah tidak bertentangan

<

dengan syari'ah Allah swt.

3. Prinsip Musyawarah
Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan

mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor yang terkait
dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala

akibatnya.

4. Prinsip Maqashid Syariah
Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan magashid

syariah.
5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan
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Kebijakan pub|;
publikh - .
bag oetis, arusmenjaminkeadilandankemaslahatan

6. Prinsi e

Bila kilﬁ-aiepe“““‘p inan dan Kepatuhan
wajib bagi Penﬁinp?: telah diputuskan dengan musyawarah maka
pula bagi yang dipimunit:k mengeksekusi keputusan itu dan wajib
melaksanakan kebijakai, untuk menunjukkan kepatuhan dalam

7. Prinsip Pertanggungjawaban
- dsizzifakel:lr]fkan atau. tindakan apapun dan sekecil apapun
iy p" angg"dng]awabannya dihadapan Allah kelak.
p t?wajlban publik harus pula dipertanggungdakwakan
kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan
wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada
pengambil kebijakan tersebut.

Kebijakan Ekonomi dalam Pemerintahan Islam

Pemer?'ntahan Islam pada masa Rasulullah hingga para
kahé' Praknk penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan
sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang

terkait seperti penjelasan berikut: *

Baitul Maal

Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang

berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan

negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan
baitul maal pertamakali adalah sejak setelah turun wahyu yang

memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari

perang Badr.
"Mereka menanyakan kepadainu tentang (pembagian) h
perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan
Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
« di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-
" (al-Anfal: 1)

arta rampasan

perhubunga
Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

Ketentuan Allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagai

pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan

15 Ibid. h. 200
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sebagiannya, yaitu seperlima bag miskin dan ibru sy g,
serta anak-anak yatim, orang-orang i,
saja yang dapat kamy peroly,

lima untyj by,
uhinys Seper Allay, %
rampasan perang, maka sesurgs oki , R,
pasan perang, k-anak yatim, 0rang-orang miskin dan lb"“SSabH J
kerabat Rasul, anak- lah dan kepada apa yang kami tur“"kan iy
kamu beriman kepada Alla

/ P y B epq
, Furqaan, yaitu di hay; bery,, |

Kami (Muhammad) di hart " U
ZZ':;ZSI . k:: [()a:; Allah Maha Kuasa atas segala sesuaty (al- Anf My,

- “y
Praktik pengumpulan dan pendlsh;?uslan hé”‘t‘ g
dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjay; il
bakal baitul maal. Pada praktiknya, institusi pengumpulan day
pendistribusianhartadimasaRasulullahbelu'mlahberupaorgam-s;isi
yang kompleks, melainkan Rasulullah dibantu oleh beber, a
sahabatnya untuk mencatat pemasukan dan. pengeluarannyii.
Pada kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasu]u”ah
langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk kemaslahatan
ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripy,
seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan Untuj
kepentingan ummat. Salah seorang sekretaris Nabi, Handhggy, bin
Syafty meriwayatkan Rasulullah bersabda:

"Ketahuilah, sesungguhnya ap4

"Tetapkaniah dan ingatkanlah aku (laporkaniah

kepadaku) gtas segalg
sesuatunya. Hal ini beligy ucapkan tiga kali.

Handhalah berkatq: "suaty
apun padaku (di baip,) maal)

a Keuangan Syariah, (Yogyakarta:
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berhasi! ditaklukan, maka senakin |
v ThR ' -‘}3 semakin besar volume pundi-pundi
e"l} - }zk g mengalir ke Madinah. Khalifah Umar pun
memennial *“;]Unmk membangun tempat khusus sebagas tempat
\ un a it skalioie i "
penampungan harta _'“} sekaligus ia menyusun struktur organisasi
untuk mengurus aktivitas baitul maal tersebut

institusi Pemerintah Islam Masa Awal

Secara umum fungsi baitul maal adalah membantu negara
untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak
masyarakat muslim dari berbagai sumber mata peﬁdapatén negara
dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Tujuannya,
adalah jangan sampai kekayaan hanya berputar di segelintir orang
kava saja tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan
masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan umat.

Fungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur
organisasi baitul maal dimasa Khlifah Umar bin Kathab".
Umar membentuk:

a. Departemen Pelayanan Militer.

Fungsi utama departemen ini, adalah medanai aktivitas dan
kebutuhan pasukan termasuk untuk pembayaran gaji, pensiun dan
iaminan masa depan keluarganya.

b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif.

Tugas departem pokok departemen ini, adalah membiayai
aktivitas pelayanan hukum dan publik termasuk membayar gaji
para hakim dan pejabat negara sesuai dengan kecukupan yang
wajar agar mereka tidak melakukan praktik korupsi atau menerima
suap.
¢. Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam

Departemen bertugas mendistribusikan pembiayaan untuk
kebutuhan pencerdasan ummat dan aktivitas dakwah termasuk
pembayaran gaji guru dan juru dakwah serta keluarganya.

d. Departemen Jaminan Sosial.
Jaminan hidup bagi anak-anak yati, kaum fakir dan
miskin, janda-jand tua dan orang jompo, orang cacat, pembiayaan

7 Ibid. h. 85
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yang tidak mampu dan untuk kemaslah i 3
menjadi tugas utama departemen jamxnan sosial 1. ik

Pada masa umar struktur Organisa'SI berkeﬂmbang deng,
terjadl, seperti pemb@ntuk-n
&

perkembangan permasalahan ¥ gy h-wilayah n
cabang-cabang  baitul maal  di wilaya y taklukan,
pembentukan sistim diwan, membe“mk i ds. ens'ug p enduduk
(nassab) untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan seg;,

bagi masyarakat.

a(la]al

Kebijakan Pemerintahan Islam dalam Menetapkan Anggary,
Negara
Pembiayaa

tingkat variatif tergantung

yang dimiliki negara Islam u
18 [nstrumen distribusi pemerat

mikian, permintaan

nsep [slam memilik;

sumber pendanaan
n operasional

n sektor publik dalam ko
pada sumber-

ntuk menyelenggaraka
aan pemenuhan kebutuhan

konsumsi meningkat yang

(produksi). Investasi
a multiplier

negara.
primer. Dengan de
berdampak mendorong tingkat penawaran
dan Penyerapan Tenaga Kerja Stimulan zakat membaw
effect, yaitu bergairahnya iklim investasi. Korelasi lain zakat
dan investasi adalah, bila kekayaan tidak digerakkan dalam

perekonomian maka kekayaan itu akan tergerus nilainya oleh
kewajiban zakat.
Zakat dalam Islam merupakan faktor yeng mendorong kaum
muslimuntuk melakukaninvestasi. ”Perdagangkanlahhartaanak yatim
sehingga tidak dimakan zakat”(HR Ibnu Qudamah)”. Peningl;'atan
investasi akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran
yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat
i Instrumen zakat mendorong pemerataan pemenuhan
kebutuhan pokok yang selanjutnya meningkatkan permintaan
onsumsi. Pro : ' '
o ‘dusen akan n?emngkatkan produksinya untuk
| pon permintaan konsumsi tersebut dengan mengembangkan
investasinya. Bergairahnya iklim i '
y. g ya iklim investasi akan menyerap tenaga

kerja yang berarti juga semakin mengurangi angka pengangguran

'8 Ibid,
9 Jbid. h. 34
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Multiplier effect zakat tidak berhenti pada bidan
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masyarakal menjadi
ak mustahil

retapt ey
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sosial-politik.  Lengan instrumen zakat

. B 7
kesatuan dimana semakin mengecil dan tid
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elenyapkan social
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ekonom )'anjg‘ l_ebxh luas (aghniya) dan masyarakat ckonomi
h(mushtadhafin), karena kekayaan tidak lagi berputar diantara
untuk

jema
vang kaya saja te
;nengembangkan kek
supayd harta itu jangan b
cara kami.” (al-Hasyr: 7).
Pengembangan Sumber-sumber Zakat di
tidak nwn"\perdagangkan suatu barang
dari keahliannya dalam
akuntan dsbnya),

tapi terdistribusi secara adil dan akses
"

ayaan bagi masyarakat terbuka luas.
eredar di antara orang-orang kayd saja di
an

Zaman Modern,
profesi yang
a mendapatkan kekayaan

(konsultan, manajer, dokter,
tanian dan peternakan yang kitab figih

ek zakat tetapi dizaman modern
anggrek atau tanaman
dikonsumsi maupun
ti-komoditi perhiasan
Ja badan

snisnya

seperti
tertentu tetapi i
nidang tertentu
komoditi perdagangan per
k memasukannya sebagai oby

tida
gi, seperti tanaman

ini memiliki nilai ting
hiasa lainnya, peternakan ikan baik untuk

an sebagai hiasan, serta komodi
Jam dan sebagainya. Begitu pu

diperjua}behk
untungan dari kegiatan bi

perti bebatuan a

lainnya s€
dapatkan ke

hukum yang men
dapat dikenakan pajak.

h dalam Menetapkan Alokasi Anggaran

Kebijakan Pemerinta

Belanja Negara
Sistim anggaran belanja pemerintah di masa periode awal

Islam ditentukan oleh jumlah pendapatan yang tersedia. Berdasar
jumlah pendapatan negara itu ditentuk anggaran pengeluaran.
Kesimpulan lain dari pola kebijakan anggaran belanja di era wal
Islam, disebutkan M.A. Manan, "tidak berorientasi pada pertumbuhan
ckonomi”. Kesimpulan kedud ini hemat penulis belumlah final, terbuka
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dan men-zbnn un dua S ’ l ,i ’ l l .

dengan tujuan aoat pors
| Permasalahan utama yang pe'rlu men kP ) porsi
dalah menimbang perkembangan

mbahasan yang memadai, 2 -
Essial ekonomi politik yang perbeda maka sistim anggaran yang

sesuai dengan [slam adalah :
1). Alternatif Gistim Anggaran Belanja Negar
Ekonomi modern memperkenalkan empat model
anggaran belanja negara. Yaitu : pertama, anggaran belanja
herimbang dimana penerimaan dan belanja negara adalah

sama. Kedua,anggaran belanja surplus, yaitu penerimaan

lebih besar daripada pengeluaran. Ketiga,anggaran belanja
kkan lebih besar

defisit, yaitu anggaran yang menunju
pasak daripada tiang. Keempat, perkembangan terakhir
dari sistim anggaran yang ditawarkan oleh para ahli
ekonomi untuk mengefektifkan sistim anggaran, adalah
anggaran berdasarkanr program dan prestasi kerja®.

a di Era Modern

Sistim anggaran berimban

| g oleh banyak ekonom

telah dipandang ortodoks oleh karenanya kecenderungan

sete.l.ah alternatif kebijakan anggaran berimbang adaglah

kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
1.

e Re;(al;‘.tas sejarah menunjukkan pada kita, Rasulullah

sekali menerapkan anggar it

- garan defisit, yaitu keti

jatuhnya kota Mekah. Hutang negara senga dibzt)l/ka
ar

* Tim Penyusun ID
L2 ,
DEPAGRI), h. 12 002 Islam untuk Disiplin Tmy Hukum, (Jjak
+» (J]akarta:
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zf,;e!;x'chxm genap satu tahun, yaity setelah perang Hunain
Selanjutnya pemenintahan lslam mengambi! e
rrigambil menerapral
k(-?bl]akim anggaran :surplus.s_ ‘lbla;—;j/l kita tidak d
@engan?bnl kesimpulan begitu saja bahwa 2 nggaran defisit
tidak bisa atau sebaiknya dihindari untuk diterapkarn
dalam 'S‘fa'“ negara Islam. Realitas yang kita hadapi sudah
Sed‘—’”‘"k‘a" berub'ah dengan masa Islam awal, mayoritas
negert Islam rfwmxhki sumber dana domestik yang kurang
dari mer-nadal untuk menutupi kebutuhan pembangunarn
ekonominya. Kebutuhan pembiayaan belanja negara yanzg
lebih besar dari pos penerimaannya, sementara pemerimah
enggan mengambil kebijakan fiskal dengan menaikan
pajak memaksa pembiayaan belanja negara tersebut
didanai dari pembiayaan defisit. Solusi inipun bukan
tidak mengandung masalah, karena illegalitas meminjam

1

S e

g
PR
“3

L.

dengan bunga.
Dimensi Kemaslahatan Ummat dalam Pilihan Sistim

Anggaran Belanja
Sistim anggaran belanja yang efektif tidak sekedar
fokus pada pengeluaran pembiayaan tetapi terselenggara
dan tercapainya target-target yang direncanakan. Kaidah-
kaidah Islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi
ublik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran
secara efektif dan efisien. Kaidah Islam dalam bidang
ah, satu sisi terumuskan secaramujmal dan bersifat
sisi lain bersifat teknis yang bersifat lentur (flesible)
enggunaan ijtthad.

Secara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam

menentukan kebijakan ekonomi publik,” sebagai berikut :
1. Pembelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan

publik.
2. Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas dan
pada hal yang mubah dan tidak ada alasan rasional apapun

yang dapat diterima untuk pembiayaan yang diharamkan
Allah SWT.

SRS
# Ibid., h. 23

mu’mal
prinsip,
sehingga dimungkinkan p
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Berdasar Of
defisit untuk konte

0S penerimaan yang
dikit dari pos kebijakan anggaran defisit
1cbih sedikit dari poOs

dapat enemukan alasar yang cukup kt.xat, Ya‘:;}:’a‘r :Egr;)’até
mbiayaan defisit itu meimact pertum K omj
meningkatkan kesejahteraan rakyat rmskui dan
uang kerja yans lebih luas. Penerapan kel?qakan
i harus diperhitungkan dengan cermat, jangan
ra itu hanya akan meningkatkan
if secara signifikan terhadap

memiliki P

dengan p€
secara merata,
menciptakan pel
anggaran defisit 1N

javaan belanja nega

sampal pemb
GNP tetapi tidak perdampak posit
ningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

pemerataarn dan pe
hahkan sebaliknya kebijakan pembiayaan belanja itu hanya
ntungkan kelompok masyarakat aghniya.”
fisit dapat bersumber pada investasi bagi
hasi] dengan skema mudharabah, musyarakah, murabaha, atau
«kema lainnya vang legalitasnya tidak berbenturan dengan kaidah
pokok. Maka, dapat saja pemerintah mengundang investasi asing
untuk menggenapi defisit anggaran sepanjang berdampak positif
dan dominan bagi kemaslahatan publik.
Sesungguhnya sekt ’
Sesungguhnya sektor hukum mu’amala iliki
lentur vang membuka pel B e
yang uka peluang besar untuk berijtihad, seperti
Ve te 1 K
yang LL‘Iah dilakukan para Khulafaur Rasyidin dan para ulama
Jslam di abad pertengahan. Zakat, misalnya merupakan b
endap: : : sumber
pendapatan yang sangat luar biasa bagi negara Apabila negar
- a

dapat mengelola zakat ini sebagai bagian dari kebijakan strategi
gis

miskin,
akan mengu
Pembiavaan de

Z [brd. |

ADZKIYA | SEPTEMBER 2016



Peran

B AT RIS R ) :
”'”.dh ddid”t ,i-}k(.‘p['“')lrni K’(srdky-atan_“. “17/
arkan i
Mas Pengelolaan yakat olelt individu-
aSyarakat SeCara
k putuhan anggaran nepar,
e

g o Maka sel, roaran

ogara dapat ‘dlLutuPl oleh sekt an yang tiada g;Umah
e ne < F: » Hdada perni

abis ind ileth a:ret?cell sltatnya Yang diwajibkan ‘oteh s;\!mri’ah.
gesaran Zal a Yke gd ak pernah disebutkan secara pasti dalam al-
Qur'aﬂ daka_mm aah:iar; tertenty dapat Saja dikenakan lebih besar
rerhadap Kaum aghmya yang selamg i diuntungkan 1ebih besar
o perbagai kebijakan negara. ‘ e

ara, tidak lagi memb

P47 4 H H :
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terpisah  dengan
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t endapat
5(?1( or p e }1\) an sumber 3] ang selama ini dikelola
ihak asing dan lebi menguntungk

. an investor asing, harus dikaji
ylang dengan perhitungan dan kep

_ fjakan sosjal politi
jang lebih memihak pada kemaslahat

Ji negara-negara Islam tersedot |
memiliki kemampuan keahlian d
daya alam. Realitas ini me

am Yy

k ekonomj
an ummat. Kekayaan alam
abis ke f€gara-negara maju yang
an teknologi pengelolaan sumber
nunjukkan untuk mengambil kebijakan
jang sinkron antara kebijakan jangka pendek, menengah dan

panjang, antarakebutuhan fiansial jangka pendek dan pemeliharaan
serta pemanfaatan kekayaan alam untyk masa depan generasi
bangSa.

Kebijakan yang cenderung pad

a peningkatan kualitas
sumber daya manusia harus mendap

at skala prioritas tinggi
disamping pembiayaan kebutuhan Jangka pendek karena

memberikan efek multiflier yang sangat signifikan. Keunggulan
negara-negara maju  oleh karena keunggulan sumber‘ Qaya
manusia dan tanda-tanda kehancuran negara-negara maju juga
oleh karena kehancuran akhlak (sosial budaya) masyarakatnya.
Realitas menunjukkan ketersediaan kekayaan alam ternvata tidak

meningkatkan kesejahteraan rakyat karena tanpa kemampuan dan
(=
kualitas sumber daya manusianva.

Realitas sejarah  juga menunjukkan sumber-sumber
pendapatan negaré Islam memiliki variasi 'y.ang lebih Panyak
dan memberikan kontribusi yang tetap dan sisi pen‘.nbelan]aamy?\
menciptakan kondisi sosial politik dan t?konomx )fz)r.\}% i:a:;ﬂ
yang mendorong pertumbuhan ckonomi vyang ;ett | e; ar.i
Kenyataan ini sesungguhnya merupakan manifestasi
totafitas komitmen generasi awal Islam terhadap agamanya
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profesionalisme (akhlak) bekerja.SEI' At el by |
pada kemaslahatan ummat ketimbang asaan 4

. o I
kenikmatan kontemporer yang disuguhka.n dunia. h
Sedangkan sistim anggar an‘b?rb?Slsb}lj'rljgrﬂim d;m Prestyg;
yang dalam belakangan terakhir ini dipu bl ";(s a;‘ aPi?t leby,
ofektif dan efisien untuk negaranegara bf;k e: :;:g tidakly,
cocok, karena persyarafan penerapan ke ll]< aen gulf:’garan in
adalah kelangkapan dan akurasi data untux m Ur satyy,

anaj '
biaya untuk setiap rencana program. Kemampuan m : llemen day
administrasi pemerintahan pada umumnya negara Islam magy

sangat minim.
Alokasi anggaran belanj

tanggungjawab negara yang telah dib

dalam tulisan ini. Tanggungjawab negar
dari persoalan sosial ekonomi politik yang berkembang dan

skala dharuriyahnya. Berdasar  analisis sejarah dan informas;
literatur tentang distribusi aset negara yang dilakukan baitul maal,
maka anggaran belanja dalam negara Islam, dialokasikan sebagai
berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan masyarakat miskin. Untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, anggaran
belanja diambil dari mata anggaran zakat, ghanimah
dan fa'i.

2. Belanja Pertahanan dan Pasukan Militer. Anggaran dan
termasuk pula membayar jaminan pensiun pasukan beserta

keluarga yang ditinggalkan.Pembiayaannya berasal dari
pos ghanimabh, fa’i dan zakat.

3. Pelayanan  Administrasi.  Semua operasionalisasi
negara untuk pelayanan publik dengan kompleksitas
administrasinya dan pembayaran gajl para aparatur
negara, seperti hakim, guru, gubernur, dan pejabat negara
lainnya diambil dari pos fa'i.

4. Jaminan Keamanan Sosial (

a negara tidak terlepas day
ahas pada bab awg
a merupakan refleks;

' soctal - security). jaminan
sosial merupakan pemberian jaminan untuk mencukupi

kebutuhan hidup minimal secara kultural yang layak.
Jaminansosial yangdiberikanbaitulmaalditujukankepada
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para fakir dan miskj I

eyt Cacat?lgll'l];kan.ak-anak yatim, para janda, para
ooy ahkan kepada non muslim yang tidak

mampu, lemah, cacat atay lanjut usia

5. Pensiunan danb ‘
ey antuan keuangan untuk para pejuang dan

5 51 Py : );ng banyak berjasa pada Islam.
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Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan
Islam, dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Belanja kebutuhan rutin operasional pemerintahan,
mencakup belanja pemenuhan kebutuhan masyarakat,
operasional roda pemerintahan dan jaminan sosial.

2. Belanja Umum, mencakup pengadaan fasilitas dan barang
publik dan pembangunan infrastruktur sosial lainnya.

3. Belanja Proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mekanisme pembiayaannya  proyek peningkatan
kesejahteraan rakyat ini bisa melalui subsidi atau bantuan

langsung.

Simpulan
Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang sesuai dengan
syariat Islam yang memihak pada kepentingan dan kesejahteraan
rakyat demi terwujudnya kebersamaan, keadilan, kesetaraan
di depan hukum, kenyamanan, dan kepastian. Oleh karena itu,
kerja sama antara pemerintah, legislatif fan ulama serta para
pelaku ekonomi baik mikro maupun harus berperan aktif dan
berkesinambungan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang
berlandaskan agama yaitu prinsip ekonomi Islam yang diakui oleh

dunia akan keberadaan dan kebenarannya. Dalam hal ini, peran
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